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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelakslanaan pembangunan di Indonesia yang terus menerus
ditingkatkan ;E')ada dasarnya berpegang teguh pada suatu pembangunan
nasional yang berwawasan lingkungan berkelanjutan, dimana yang
dimaksud dengan hal tersebut adalah upaya sadar dan terencana, yang
memadukan I;ingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses
pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup
generasi masa. kini dan generasi masa depan. DDalam hal ini penggunaan dan
pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dalam
pembangunan  yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup
Bangsa lndonésia yang bersendi sila-sila Pancasila.

Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia beitujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan mute hidup rakyat, seperti yang
tertuang dalanly Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

® Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat.”

Dalam' proses pelaksanaan pembangunan banyak menghadapi

permasalahan; misalnya jumlah penduduk yang besar, keterbatasan sumber

daya alam, kemampuan mengelola sumber daya alam tersebut. Peléksanaap
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penduduk yang semakin meningkat dapat mengakibatkan tekanan sumber
daya alam dan lingkungan hidup.

Rumah. Sakit scbagai salah satu tempat umum yang berfungsi
scbagai tempait pelayanan kesehatan yang kompleks, tidak terlepas dari
masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang kompleks pula. Rumah
Sakit juga mex:'upakan salah satu sarana kesehatan yang menyelenggarakan
upaya pencegahan penyakit mulai dari diagnosa dini, pengobatan tetap,
perawatan intensif dan rehabilitasi orang sakit sampai tingkat penyembuhan
optimal. Sebaliknya, Rumah Sakit dapat menjadi medium penularan bagi
para pasien, pétugas maupun pengunjung vang terdapat di dalam lingkungan
Rumah Sakit itu sendiri.

DisamI:)ing sebagai sarana pelayanan kesehatan umum, Rumah Sakit
juga menghasi?lkan limbah yang dapat menmbulkan dampak negatif terhadap

l[ingkungan b?ilik lingkungan sekitar Rumah Sakit maupun lingkungan
masyarakat s;ekitarnya. Oleh karena itu perlu adanya perlu adanya
perlindungan terhadap bahaya pencemaran tersebut, seperti upaya
pengawasan sanitasi ditempat umum yang bertujuan sebagai perlindungan
masyarakat de‘lri bahaya-bahaya yang mengancam kesehatannya. Sebagai

bagian dari upaya penyelamatan lingkungan yang diusahakan dengan cara -

meniadakan dampak . negatif dari kegiatan pelayanan kesehatan umum
|
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Yang dimaksud dengan upaya sanitasi Rumah Sakit adalah upaya
pengendalian berbagai faktor" lingkungan fisik, kimiawi biologi, dan sosial
psychology di Rumah Sakit yang menimbulkan atau mungkin dapat
menimbulkan dampak buruk pada keschatan jasmani, rohani, dan
kesejahteraan sosial petugas, pengunjung maupun masyarakat disekitar
Rumah Sakit."

Mengingat banyaknya kegiatan pelayanan kesehatan umum Rumah
Sakit, maka li;mbah yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan umum Rumah
Sakit adalah limbah cair, limbah padat, limbah gas, radiasi dan kebisingan.
Selanjutnya permasalahan limbah yang dibahas dalam penulisan ini adatah
hanya menekankan pada pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit PKU
MUHAI\AMAiZ)IYAH Yogyakarta.

Limbah cair tidak dapat dibuang begitu séja ke lingkungan tanpa
dinetralkan atau diolah terlebih dahulu. Bila limbah cair itu dibuang begitu
saja ke lingkulngan hidup tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu, maka
bahaya yang ditimbulkan akan sangat besar bagi kelestarian lingkungan
hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup itu sendiri adalah
sebagaimana yang diatur dalam Pasal I butir 1 Undang-Undang Pengelolaan
Lingkungan H’idup (UUPLH) No.23 Tahun 1997 yaitu :

Kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan mahkluk

hidup,| termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.
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Jadi pengelolaan limbah cair terscbut disamping bertujuan untuk
melindungi kesehatan manusia atau masyarakat juga untuk menjaga
keseimbangan ekologis menuju teknologi bersih, yaitu tekhnologi yang
meminimalkar:'l pencemaran, schingga dampak negatif dapat dicegah,
dihilangkan d!an ditanggulangi.2 Oleh karena itu perlindungan terhadap
bahayd pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan suatu perhatian
khusus baik pihak Rumah Sakit maupun dari Pemerintah dan masyarakat.

Saranai terpenting untuk mewujudkan keadaan diatas adalah dengan
ditegakkan aturan-aturan pokok dalam melaksanakan suatu kegiatan.
Aturan-aturan; pokok tersebut berupa aturan hukum yang merupakan Tata-
Orde Ordnun;g, yaitu aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala
tingkah laku n';lanusia dalam pergaulan hidupnya.” Wujud dari aturan hukum
yang dimakSt:xd adalah berupa norma-norma hukum, yaitu peraturan-
peraturan yang dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan
paksaan oleh a'lllat-alat negara.

Dalam: kaitannya dengan masalah pengelolaan limbah cair,

pemerintah sebagi pihak yang berwenang telah mengeluarkan seperangkat

aturan hukum. Aturan hukum tersebut berupa Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, serta aturan-aturan lain dibawahnya. Wujud nyata dari aturan-

hukum tersebiit adalah dngan diundangkannya Undang-Undang Pengelolaan

Lingkungan Piidup No. 23 Tahun 1997.

f Tjokrokusumo, Kensep Teklnologi Bersih, ST'I"I “YKH” Yogyakarta, 1998,him 6




Dalami kaitannya dengan masalah penegakkan hukum lingkungan,
tidaklah semata-mata dilakukan reftesif, namun juga terdapat aturan-aturan
hukum yang, merupakan penegakkan hukum yang bersifat preventif.
Penegakkan thum- bersifat preventif ditujukan kepada upaya pencegahan
terhadap sautu peristiwa yang bertentangan dengan hukum yang wujudnya
berupa usaha?atau upaya yang diupayakan baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mencegah pengrusakan atau terjadinya masalah
lingkungan. St!‘edangkan penegakkan hukum yang bersifat refresif ditujukan
untuk mengai:chiri secara langsing perbuatan yang bertentangan dengan

;

hukum.

Adapun wujud dari aturan-aturan yang dimaksud dalam hal ini
berkaitan den%an pengelolaan limbah cair Rumah Sakit antara lin terdapat
dalam Pasal 1;5 ayat (1) dan (2) UUPLH diatur sebagai berikut :

1. Setiap renti:ana usaha dan atau kegiatan yang memungkinkan dampak
besar dan %penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis
mengenai (;ampak lingkungan.

2. Ketentuan tentang rencana usaha dan kegiatan yang menimbulkan
dampak‘besar dan penting terhadap lingkungan, sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1}, serta tata cdra penyusunan dan penilaian analisis mengenai -
dampak lin;gkungan hidup ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud diatas adalah Peraturan

Pemerintah No.27 Tahun 1999 Tentang  Analisis Mengenai Dampak
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tentang AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan

usaha dan atall'l kegiatan.
Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran

lingkungan bagi kehidupan dan kesehatan manusia dan untuk mencegah

terjadinya pénurunan kualitas lingkungan, maka Menteri Kesehatan
|

mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
986/MENKES/PER/X1/1992 Tanggal 14 November 1992 Tentang
Persyaratan Kesehatan Rumah Sakit menyatakan :

Bahwa salah satu upaya penyehatan Rumah Sakit diantaranyu
upaya-upaya lainaya (ada 9 (sembilan) macam upaya) adalah upaya
penanganan sampah dan limbah.

Oleh karena Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakrta berada di

daerah Kota ' Yogyakarta maka perangkat operasional dari peraturan-
peraturan tent:ang pengelolaan limbah cairnya, seperti yang diatur dalam

!
Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian

Pembuangan Limbah Cair. Dalam Pasal | huruf d PERDA ini yang
dimaksud dengan limbah cair adalah :
!

Setiap'bahan cair sampingan kegiatan ekonomi atau proses produksi
atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan kedalam sumber air
dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu menyebaikan
perubahan kualitas sumber air.

Pada Plasal 3 ayat (1) PERDA ini menyatakan bahwa :

Setiap I.pem*bz.rangcm limbah cair yang dibuang kedalam air sebagai
akibat kegiatan industri wajib memiliki izin.
Setiap pembunagan Izmbah cair yang dlbuang kedalam air sebagai
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Sebagai; tambahan dapat dikemukakan bahwa untuk mewujudkan
penegakkan hu:kum pada peraturan-peraturan ‘tersebut dicantumkan Pasal-
Pasal mengenai sanksi terhadap pelanggan yang terjadi. Berbagai peraturan-
peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik di tingkat pusat maupun

di tingkat daerah adalah merupakan landasan bagi pihak Rumah Sakit dalam
|

menahgani penéelolaan limbah cair agar dapat menghindari dampak negatif,
|

baik bagi lingkungan perusahaan industri itu sendiri atau bagi masyarakat di

sekitarnya. |

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis menyusun skripsi dengan

judul “PELAK.SANAAN PERDA PROPINSI DIY NO. 3 TAHUN 1997
|

TENTANG ITENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DIRUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA”

Rumusan Masétlah

l
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dirumuskan permasalahan

sebagai berikut, yaitu :
!

i. Bagaimanakah pengendalian pembuangan limbah cair di Rumah,

Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta?

2. Apaka:h faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang
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3. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum dalam pengelolaan

limbah cair di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk miengetahui pengelolaan limbzh Rumah Sakit, khususnya
limbah ca\;ir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendudukung dalam
pengelola?n limbah cair di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Yogyakarllta.

Untuk me;ngetahui peregakkan hukumnya apabila dalam pengelolaan
limbah cz;llir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tidak

|
sesesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

) |
D. Manfaat Penelitian

I,

Bagi ilmur pengetahuan

Untuk m'r,nambah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Administrasi
Negara, klhususnya tentang pengelolaan limbah cair .

Bagi Pem;bangunan

Untuk mllemberikan saran-saran kepada Kepala Rumah Sakit PKU .
Muhamm%adiyah Yogyakarta dan BAPEDA apabila dalam pengelolaan

limbah cair tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.




Tinjauan Pustaka
' |

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka
mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk
mencapat tuj:uan pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan
kehidupan ma:syarakat Indonesia. Pembangunan bangsa juga diusahakan
secara menyelluruh, sehingga diperlukan keikutsertaan warga masyarakat
dan seluruh bangsa dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran, ilmu
pengetahuan dan keterampilan, keahlian, serta kemampuan. Pelaksanaan
pembangunan senantiasa membawa dampak terhadap lingkungan yaitu
menyebabkan ;;Jerubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.

Dampak lingkungan yang dimaksud dapat bersifat positif yang
berupa manfaat dan dapat juga bersifat negatif yang berupa resiko terhadap
lingkungan baiic fisik maupun non fisik, termasuk juga sosial budaya. Séllah
satu bentuk resiko terhadap lingkungan trsebut dengan dihasilkannya limbah
scbagai hasil éuatu kegiatan. Dari berbagai macam kegiatan yang dapat
menghasilkan iimbah, kegiatan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota
Yogyakarta afclalah berupa kegiatan pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat,

Dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang kesehatan,
pelayanan Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem pelayanan kesehatan pada umumnya, yang memerlukan penanganan

n
dan perhatian seksama. Peran Rumah Sakit sebagai penyelenggara upaya
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apabila tidak dilaksanakan secara optimal dapat menimbulkan dampak
negatif sebagai berikut :
1. Terharﬁbatrj;ya proses pen;fembuhan dan pemulihan penderita
2. Timbulnya pengaruh buruk pada petugas

3. Tercemarnya lingkungan
4. Menjadi sumber penyakit bagi masyarakat.’
Secara formal, pengertian pencemaaran lingkungan hidup menunst

Pasal 1 butir 2 .'UUPLH adalah :

Masuknya atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat, energi, dan atau
komponen lain ke dalam lingkungar hidip oleh kegiatan manusia
sehingga kualitas turun sampai ke tingkat rertentu yang
mcnyebabkan lingkungan hidup tidak dapa: berfungsi sesuai dengan
permukaannya.
Dalam Pasal 1 butir 14 UUPLH ditzntukan pengertian perusakan
lingkungan hidup yaitu :
“Tindakan yang menimbulkan preubahar langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik yang mengakibatkan lingkungan hidup
tidak berfungsi lagi delam memanjang pembangunan berkelnjutan”.
Ke tingkai 1ertentu yang mengakibatkan air tidak berfungsi lagi
sesuai dengan peruntukannya.
Pada dasarnya peristiwa pencemaran mempunyai beberapa
komponen pokok untuk bisa disebut sebagai pencemaran, yaitu :
1. Lingkungan yang terkena adalah lingkungan hidup manusia.
!
2. Yang terker;m akibat negatif adalah manusia.

3. Di dalam l'ingkungan tersebut terdapat bahan bahaya yang disebabkan

oleh Kegiatan manusia.’

* Djasio Sanopie, dkk, Komponen Sanitasi Rumah Sakit Untuk Institusi Pendidikan
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Dengan melihat uraian serta batasan-batasan di atas, dapat
disimpulkan bahwa limbah cair sebagai hasil buangan yang berasal dari
Rumah Sakit memerlukan perlakuan, pengelolaan yaitu sebaik-baiknya.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan rumah
sakit adalah dengan diadakan pengelolaan limbah sebagai akibat san;ping
dari hasil kegiatan pelayanan keschatan Rumah Sakit. Yang dimaksud
i)engelolaan limbah Rumah Sakit adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan,
penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan
Pengembangarla limbah Rumah Sakit, dimana limbah Rumah Sakit adalah
buangan Rum%h Sakit yang berasai dari buvangan proses, bahan sisa dan
kotoran lain.® |

Terpeliharanya berkelanjutan tinggi lingkungan hidup menurut
tanggung jawab, keterbukaan dan peran seluruh anggota masyarakat untuk _
mencapai prinlsip pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.
Prinsip ini niSwajibkan setiap Rumah Sakit untuk melaksanakan upaya
keseimbanganldan menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam serta
pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan
hidup sebagai akibat kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukaq. Hal ini

diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUPLH :

* Fuad, Amsyari, Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Cetakan Ketiga, Ghalia
Indonesia. Jakarta. 1986. hlm 50.
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|
1.  Setiap on}ang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan. hidup serta

mencegah dan menaggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup. |
}

2.  Setiap oi‘ang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban

memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan

|
[ingkungfan hidup.

¥
Yang dimaksud dengan orang adalah seorang (manusia), sekelompok

orang atau badan hukum termasuk Rumah Sakit. Kewajiban setiap orang ini

tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang
mencerminkan harkat manusia sebagai individu.
Sedangkan Pasal 6 ayat (2) UUPLH ini menyebutkan bahwa :

|

Peran :rserta sebagaimana disebut dalam ayat (1) Pasal ini diatur
dengan peraturan perundang-undangan.

Datam UUPLH selain memuat tentang ketentuan-ketentuan pokok
pengelolaan l:ingkungan hidup juga memuat mengenai sanksi terhadap
perusahaan d:im atau pencemaran lingkungan. Dalam UUPLH dikenal 3
(tiga) jenis instrumen meliputi :

1. Sanksi administrasi
2. Sanksi perdata
3. Sanksi pidana

Ketiga bentuk instrumen tersebut, tidak ada skala prioritas atau
merupakan urutan pertama dan terakhir, karena setiap instrumen mempunyat
jangkauan mailsing-masing dengan tujuan yang berbeda proporsional, yaitu

LI IR VNP SN VR | D) p.
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l

Sanksi administrasi dicantumkan dalarr bagian ketiga yang meliputi:

1.  Pasal 25 UUPLH menyatakan bahwa :
|

a.

Gubé?‘nurl Kepala Dearah Tingkat I berwenang untuk melakukan
paksa;an pemerintahan terhadap pertanggungjawaban usaha dan
atau tke:giatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya
pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan .oleli
suatu  pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan,
penanf‘ggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya
pertar{ggungjawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain
berdasarkan undang-undang. |

Wewelnang sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) dapat diserahkan
kepada Bupati/Wali Kotamadya/Kepala Daerah Tingkat II dengan
Peraturan Pemerintah Tingkat I. .

Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan
kepad:d pejabat yang berwenang untuk melakukan pak:azn
pemer,.intahan, sebagaimana yang dimaksud pada ajrat {1) dan
ayat (2).

Paksaffm pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), d‘ihahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
Tindakan penyelamatan penanggulangan dan atau pemulihan

sebagaimana dimaksud di atas diganti dengan pembayara'n

sejumlah uvang tertentu.

i
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2.  Pasal 26 UUPLH menetapkan bahwa :

. I
a. Tata cara penetapan biaya serta penagihannya ditetapkan dengan

peratufan perundang-undangan.

b. Dalan;l hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum teibentuk, pelaksanaan menggunakan upaya

hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pasal 27 UUPLH menyatakan :
|

a. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin

usahaldan atau kegiatan.
I

b. Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha
dan atau kegidtan kepada pejabat berwenang.

c. Pihakiyang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada
pejabzlit yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan atau
kegiat:an karena kerugian kepentingznnya.

Sanksi ;IJE:rdata diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUPLH :

|
Setiap 1é;verbur.:zt.:m melanggar hukum berupa pencemaran dan atau
perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada
orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggungjawab
usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau
melakul'can tindakan tertentu.
Dasar yang digunakan untuk menuntut dengan jlaur perdata adalah

!

dilanggarnya hak orang lain. Hal orang lain yang dilanggar tersebut adalah

hak yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUPLH yang berbunyi :
I .
[

t

O sr o e cssnmamasviarmd bl csvriee oy Atmo IHumolarnamen Biiden vimvnn



to

|
|
Sanksi !pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41-48 UUPLH
diterapkan apabila ternyata pihak Rumah Sakit yang bersangkutan secara

hukum dengan sengaja dan atau Karena kealpaannya melakukan perbuatan

- ; . :
yang mengakibatkan pencemaran dan atau perasakan lingkungan hidup dan
atau dengan sengaja dan atau karena kealpaannya melanggar ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, seperti melepaskan atau membuang
makhluk hidup; zat, energi, dan atau komponen lain yang berbahaya atau

beracun ke dalam media lingkungan, padahal pihak Rumah Sakit yang

1
i
|
J

bersangkutan mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan
pencemaran dz'in atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan
pencemaran dén atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan
kesehatan umur‘l'n atau nyawa orang lain dan tindak pidana sebagaimana yang
dimaksud tersel:Jut merupakan kejahatan.

Selain iJUPLH terdapat juga peraturan-peraturan lain yang berisi

ketentuan—keter;ltuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan
terhadap lingku:ngan hidup.
Undang:‘-undang No.23 TFahun 1992 tentang kesehatan, yang diatur di
dalam :
1. Pasal 10 be;'rbunyi : Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal
bagi masirarakat, diselenggarakan upaya keschatan (promatif),
pencegahari penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kulatif) dan

pemulihan ; kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara

Lo X T X . 'l’l"ll’!! famar‘u f‘ﬂﬂ hﬂ'bﬂﬂ;"ﬂmhllﬂﬂd"
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2. Pasal 22 ayat (2) berbunyi : Kesehatan lingkungan dilaksanakan
terhadap tempat umum,. lingkungan pemukiman, lingkungan kerja,

angkutan ufnum dan lingkungan lainnya.

3. Pasal 22 ay;at (3) berbunyi : Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan
air dan ‘_udaira, pengamanan limbah padat, limbah cair dan limbah gas,
radiasi danikebisingan, pengendalian vector penyakit dan penyehatan
atau p’enganjlanan lainnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
H

512/MENKES/X/1990 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Rumah Sakit di$ebutkan antara lain :
1. Dalam Konsindcrannya :
a. Huruf b : bahwa Rumah Sakit merupakan jenis kegiatan di bidang

pelayanefn kesehatan melaksanakan proses dan kegiatan yang
|

hasilnyagdapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya serta

dalam mienyelenggarakan upaya yang dimaksud dapat menggunakan

;
teknc;logg yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk

mempengaruhi lingkungan.

b. Huruf ¢ : bahwa analisis mengenai dampak lingkungan terhadap

!

™ 1T s




17

2. Dalam Pas:%ll I1:

a. Huruf a : analisis mengenai dampak lingkungan disingkat AMDAL
adalah hasil suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan
hidup y%mg diperlukan bagt pengambilan keputusap.

b. Huruf b : dampak penting adalah perubahan lingkungan };ang sangat

besar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.
f

c. Hurufm : pemrakarsa adalah orang atau badan yang mengajukan
dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan pembangunan
Rumah ;Sakit yang akan dilaksanakan.

Peratura:n Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
986/MENKES/PER/X1/1992 tentdang Persyaratan Kesehatan Lingkungan

Rumah Sakit, y:ang meltputi :
|

1. Pasal i ayaft (4) menyatakan bahwa : Penyehatan lingkungan Rumah

Sakit adalzllh segala upaya untuk menyehatkan dan memulihkan

lingkungan ;Rumah Sakit dan pengaruhnya terhadap manusia.
2. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : Pengelolaan Rumah Sakit
bertanggungjawab terhadap penyehatan Rumah Sakit.

1
3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa : Upaya penyehatan Rumah Sakit

meliputi :

]
a. Penyehatan bangunan dan ruangan, termasuk pencahayaan,

penghawaan serta kebisingan.

b. Penyehatan makanan dan minuman.
|

! .
~ Danvrahatne nle tncnmecrele Toen 12 mae e
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i
!

d. Penariganan sampah dan limbah
e. Penyehatan tempat pencucian umum, termasuk tempat pencucian

liner.
|
i

f. Pengendalian serangga dan tikus.
g. Sterilisasi dan desinfeksi
)

h. Perlindu:ngan radiasi

|

i. Penyuluhan kesehatan lingkungan

Dengané melihat peraturan-peraturan yang ada, maka dapatlah
dikemukan baliwa adanya peraturan-peraturan tersebut adalah berfungsi
untuk melindungi kepentingan masyarakat, agar kepentingan itu terlindungi,
hukum harus di;laksanakan. Pelaksanaan hukum ini dapat berlangsung secara

f
formal dan damai, tetapi dapat juga karena terjadi pelanggaran hukum.

Dalam hal ini hukum dilanggar tersebut harus ditegakkan.Melalui
|

!
‘penegakan huklilm inilah, hukum itu menjadi kenyataan.

Satjipto |Rahadjo, berpendapat bahwa : Tahap pembuatan hukum
|

mesti harus disusul dengan pelaksanaannya secara konkrit dalam

kehidupan manusia .S'eh(;ri-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan
hukum. ’

Pendapa:t lain yang dapat berkaitan dengan penegakkan hukum ini |

!

adalah sebagairhana yang dikemukakan oleh Lili Rasjidi, beliau dalam hal

ini menggunakan istilah Penerapan Hukum. Pendapat yang dikemukan

.adalah : }
!

7 Qntiintn Dahardin T Ladems Oatalan P adun A himant Deadons 1024 hal 121
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Penerapan  hukum pada hakekatnya adalah penyelenggaraan
pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu
masyarakay hukum. Pengaturan hukum (regulation dispute), dan
penyelesaian  sengketa hukum (settlement of dispute)-nya termasuk
pemulihan  kondisi atas akibat pelanggaran itu (respiration of
compensation).®

Selanjutu:‘/a yang penting dikemukakan sehubungan dengan
penegakkan hukum ini adalah mengenai komponen sistem penegakkan

hukum. Pembicdraan tentang komponen sistem penegakkan hukum ini
|

meliputi 3 (tig:::l) komponen utama yaitu : komponen hukum yang
diterapkan, institusi yang akan menerapkan dan personil dan institusi
penyelenggaraan gini yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administrasi
dan lembaga yufdisial, seperti jaksa, hakim dan berbagai istilah yang

berfungsi menyelenggarakan hukum secara administrative pada jajaran

1

ekskutif. ;

Dengan :adanya peraturan tersebut diatas, pemerintah telah
!

meletakkan landasan yang cukup melaksanakan pembangunan yang
i
|

berwawasan lingkungan dalam rangka merealisasi konsep pembangunan
|

]

yang berkelanjutan.Penjabaran konsep tersebut dibitlang kesehatan telah

pula dioperasionalkan melalui berbagai langkah teknis yang banyak
J

ditempuh berbag‘;ai Rumah Sakit di Indonesia dalam pengelolaan limbah

Rumah Sakit.
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F. Metode Peneli;tian
1. Lokasi Penéslitian
Ruimah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Narasumbe%'
a. Kepala Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
b. Kepala j atau Staf Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakiarta
¢. Kepala BAPEDAL Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
d. Masyarallkat di sekitar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Yogyakélrta Seban.yak 10 orang.

3. Sumber data
a. Data ITrimer
Adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, seperti
data hz;isil wawancara dengan responden.

b. Data Sekunder yang meliputi :

1) Bahan hukum primer, seperti Peraturan Perundang-undangan,
Peraturan Pemerintah, serta Keputusan Menteri dan Peraturan
Pemerintah Daerah.

2) Bahan hukum sekunder, seperti hasil kerja ilmiah para sarjana
|
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4. Teknik Penlgumpulan Data
a Studi Kepustakaan
Yaitu dengan mempelajrai bahan-bahan literature ilmiah, undang-
1

undang, peraturan-peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan

objek penelitian.

b. Wawancara

yaitu dengan mencari sumber data secara langsung ke subjek
1
penelitién untuk mendapatkan data yang sifatnya nyata dengan cara

mengaju:kan pertanyaan secara langsung pada responder.
5. Teknis Anaiisis Data
Analisis de;skriptif kualitatif adalah analisis yang mempelajari secara

hukum hasil data yang diperoleh dilapangan secéra utuh sehingga
}
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